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Pengadilan Agama (Studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang),(dibimbing oleh
Agus Muchsin dan Aris).

Harta bersama adalah ha a setelah perkawinan sesuai dengan
bagian-bagian yang sudah di gan perjanjian yang telah dibuat
setelah menikah. Namu ada di Kecamatan Watang
Sawitto kebanyakan arta bersaman elalui Pengadilan Agama
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metode
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am tentang
ibagi sesuai
n dan harta
yaang d ' i nya.

Xi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... ii
HALAMAN PENGAJUAN ...t e iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...c......ccoooviiiiiiiceee, iv
KATA PENGANTAR .ttt et v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..o, Vi

2.2.1 Teori Maslahah Mursalah..............ccccooioiiiiniininne 12
2.2.2 Teori Keadilan.........cccoiiiiiiiiieeieeee s 17
2.3 Tinjauan KonSEPLUAL .........cocveiierieiieiieii e 21
2.4 Bagan Kerangka PiKir..........ccooviiiiiiiic e 25

Xii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Il METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENEIITIAN. ...t e e e 26
3.2 LOKASE PENEILIAN. .....ce oottt 26
3.3 WaAKEU PENEIITIAN ..o et e e 28

3.4 FOKUS PENEITIAN ... it et e e e e 28
3.5 Jenis dan SUMDET Datal........eeeeeeeeeeeeeieeee e e eeeaee e e 28

..................................................... 30
................................................................... 31
v
......... 32
g Sawitto
............................................................... 50
\Y
......... 61
......... 61
DAFTAR PUSTAKA ...t A an e 63
LAMP

PAREPARE

Xiii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar

Judul Gambar Halaman

Kerangka Piki 25

13l

PAREPARE

Xiv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran Judul Lampiran
Lampiran 1 an Penelitian
Lampiran 2
Lampiran 3 kan Penelitian Surat Surat

Lampiran 4

PAREPARE

XV

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat

dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama

\ . i ilambangkan idak.dilambangkan

.
&

an titik di

an titik di

an titik di

J

) Zai 4 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
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es (dengan titik di

sad
< bawah)
de (dengan titik di
; dad
o bawah)
te (dengan titik di
L ta

bawah)

zet (dengan titik di

erbalik

Apostrof

S

red

Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (*).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

PAREPARE

Jds»
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Xviii
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Harakat dan
Nama Huruf danTanda Nama
Huruf
o Fathah dan alif
) a adani
atau ya”
- kasrahda i dan garis di atas
K u dan garis di atas

kata yang

ah, maka ta

Contoh:

sl i) :raudah al-jannah atau raudatul jannah
L=l 834 al-madinah al-fadilah atau al-madinatul fadilah

2

FRN -al-hikmah

XiX
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5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda tasydid (—), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

(&4

: rabbana

> pajjaina

Lrss

Gactl . al-hagq
& : al-hajj
p—nf' : nutima

R » aduwwun

Kata s i ab..c gkan dengan Y (alif lam

dang ditrans sperti biasa,

al-, bai diikuti oleh

ditulis t dari kata FHH'E"P n RLE19kan de

ata sandang

ris mendatar

Contoh
Oyl . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
FERTE . al-zalzalal (az-zalzalah)
adeny . al-falsafah
Bl : al-biladu

XX

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

8. Pe g lazim digunakan dala Ind

Kata, i rab yang ditransliterasi ata, tau kalimat
yang b am bahasa Indonesia. Kata, atau yang sudah
lazim d jadi bagian d asa Indonesi udah sering
ditulis lisan bahasa Indo

Contoh

Fizilal

PAREPARE
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin suami dan isteri dengan tujuan

membentuk rumah tangga yang awaddah, dan warahmah. Tujuan

perkawinan adalah memik nagia dan sebagai jalan bagi
inan menurut
hukum mitssagan

ghalidzz i ah da ibadah.!

dan seorang laki-laki b melakukan

i berarti mereka saling

ku mengenai kewajiba asing pihak
selama bersama itu berlangsung,
dalam
perkaw ndiri syarat-
syarat

itu.’Ru

kum perihal
perkawinan
dimana

ana tujuan
perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga
sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sudah seharusnya dalam rumah tangga

tersebut terbina rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing baik

! Rusdaya Basri, Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Parepare:
CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h. 3.

?|dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 17.
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antara suami isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang
tuanya (keluarga).®
Rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami

dan isteri. Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri tidak selalu diselesaikan

dengan cara yang damai sehingga ti ng lagi pasangan suami isteri yang tidak

dapat menyelesaikan perselisi khirnya keduanya memutuskan

ama sebagai jalan akhir.

dilaksanakan apabila kukannya berbagai cara
pertahankan

cuali hanya

ngan kata lain, bahwa p agai way out

ebahagiaan yang dapat sebut sesuai

m agama Islam, bahw i an tindakan

olehkan apabila hal te

erkawinan, n hagi dapat tercap: selalu dalam

erceraian akan terj akim telah meneta

kum tetap.

dan putuP Auan lEaPiLRi'Enata uang
ak

sebagai mahkota hakim. Sangat besar'harapan agar hakim mampu menghasilkan

*Nuraini, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan
No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)”(Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum: Yogyakarta, 2014), h.
2.
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putusan yang imparsial, argumentatif dan rasional. Secara filosofis putusan hakim
merupakan putusan yang pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan.’
Perkawinan antara keduanya menimbulkan akibat hukum seperti hak dan
kewajiban suami isteri dan juga harta benda yang dimiliki oleh keduanya dan apabila
sudah terjadi perceraian yang sah.maka akan timbul masalah yang baru seperti
pembagian harta bersama, nafkah, hak asuh anak dan lain sebagainya. Harta bersama

dalam UU No.1 tahun1974 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi:

“Harta_benda_yang diperoleh selama_perkawinan _menjadi_harta bersama”.
Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ada beberapa yang termaksud  dalam harta bersama diantaranya benda
bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak
berwujud dapat berupa hak dan kewajiban dalam suami isteri.”

Pembagian harta bersama tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis
maupun Kitab-kitab figh secara intelektual namun ada secara kontekstual tentang
pembagian harta bersama setelah adanya perceraian. Walaupun dalam hukum Islam
tidak terdapat pembahasan mengenai harta bersama tetapi Islam memberikan rambu-
rambu secara umum dalam menyelesaikan pembagian harta bersama.

Sejak akad nikah dilakSanakanterjadt htibungan waris-mewarisi antara suami
dan istri. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami

berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan

*Radi Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan” (Jurnal
Pembaharuan Hukum Vol. I, No. 1, 2014), h. 74. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2019)

*Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal
35 Ayat 1 (Makassar: Grahamedia Press, 2013), h. 430.



pergaulan suami-istri. Sebagimana tergambar dalam Firman Allah swt Q.S. An-
Nisa/4:12.°

Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri.
Kesepakatan ini di dalam Al Qur’an disebut dengan istilah “ash-Shulhu® yaitu
perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah
mereka berselisih.

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah
pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-haknya untuk
mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya : suami istri yang sama-sama bekerja dan
membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika
mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 %
dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami
45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan
mereka. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya,
pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar
keduanya’

Hukum Islam tidak membahas mengenai harta bersama tidak berarti bahwa
Pengadilan Agama tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menyelesaikan
pembagian harta bersama. Sesuai yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35
dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 maka masalah pembagian harta bersama dapat

diselesaikan di Pengadilan Agama.®

® Rusdaya Basri, Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Parepare:
CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h. 164.

’Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan” (Jurnal Pengembagan Masyarakat Islam
vol. 8, no. 2, 2015), h. 94. (diakses pada tanggal 22 Juni 2019)

®Kompilasi Hukum Islam, Pasal 88 (Departemen Agama: Direktorat Pembinaan Peradilan
Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), h. 13.



Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam proses pemberian
keadilan berdasarkan hukum Islam untuk orang Islam yang mencari keadilan. Maka
dalam pembagian harta bersama diselesaikan di Pengadilan Agama. Pembagaian
harta bersama akibat perceraian tidak hanya diselesaikan di Pengadilan Agama,
banyak masyarakat yang menyelesaikan perselisihannya secara kekeluargaan dengan
membagi harta bersama di luar Pengadilan Agama tanpa melalui persidangan.
Pembagian hartanya dilakukan dan dibagi secara damai dengan pesetujuan masing-
masing baik suami maupun isteri tanpa ada paksaan.

Pembagian harta bersama atau biasa disebut harta gono gini tidak hanya
karena adanya perceraian antara suami istri namun, biasanya karena ada salah satu
pihak yang meninggal duluan. Sehingga harta yang ditinggalkan harus dibagi sesuai
dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kesepakatan antar keluarga.

Harta yang dapat dibagi oleh kedua belah pihak adalah harta yang dihasilkan
selama adanya perkawinan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
Harta yang dibagi diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti suami
atau istri dan anak-anaknya, dan jika pasangan yang tidak memiliki keturunan akan
diberikan kepada istri atau suami dan keluarga terdekatnya.

Masyarakat yang ada di Pinrang khususnya di kecamatan Watang Sawitto
yang ingin membagi harta bersamanya kebanyakan tidak melalui Pengadilan Agama
Pinrang karena pendapat mereka jika dimasukkan ke dalam Pengadilan Agama
Pinrang akan memerlukan waktu yang lama apalagi menunggu waktu persidangan
dan memakan biaya sesuai yang telah ditentukan. Jadi Masyarakat berpendapat akan
lebih bagusnya jika diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan

bersama tanpa ada paksaan dan keterpaksaan.



Pengadilan Agama Pinrang menerima data perkara dari tahun 2017 sampai
dengan 2018 di Pengadilan Agama Pinrang rata-rata perkara perceraian dan perkara
harta bersama cukup minim, berdasarkan data yang diterima dari tahun 2017 sampai
2018 adalah perkara perceraian sebanyak 904 perkara dan yang selesai diputus
sebanyak 681 perkara, sedangkan perkara harta bersama yang diterima sebanyak 6
perkara dan yang selasai diputus sebanyak 4 perkara.

Penulis juga mendapatkan satu data dari Pengadilan Agama Pinrang dengan
perkara No.714/Pdt.G/2018/PA.Prg. yang dimana perkara harta bersama diselesaikan
secara kekeluargaan sekalipun perkara tersebut sudah masuk di Pengadilan Agama
Pinrang dan perkaranya sudah sampai pada Tingkat Banding.

Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan mengkaji secara mendalam
tinjuan Hukum Islam tentang penyelesaian pembagian harta bersama diluar
Pengadilan Agama dan apakah pembagiannya lebih mudah dan cepat, tapi tetap
mengandung unsur keadilan dan lebih banyak maslahatnya walaupun tidak melalui
Pengadilan Agama Pinrang.

Jumlah keluarga yang akan diwawancarai yang tentunya sudah bercerai dan
ingin membagi harta bersamanya tidak melalui Pengadilan Agama namun,
diselesaikan secara kekeluargaan. Cerai mati sebanyak empat orang dan cerai hidup
sebanyak tiga orang. Keluarga yang diwawancarai berasal dari keluarga penulis
sebanyak empat keluarga dan ketiga keluarga lainnya berasal dari kecamatan Watang
Sawitto.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis
mengadakan penelitian tentang harta bersama dengan judul, “Tinjaun Hukum Islam
Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama (Studi di Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang)”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah adalah bagaimana
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan
Agama (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang) dengan sub

rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana mekanisme sama di luar Pengadilan Agama di
Watang Sawitto ?

1.2.2 Bagaimana tinj arta bersama di Watang

131U aiamana anisme p ama di luar
atang sawitto.

132 U auan hukum Islam tent ic ) bersama di

141D i pat menjadi ahuan baru
hukum kelu gian harta bersama dilakukan di
adilan Agam

1.5.1 temuan Mini E(Pﬂ(RrEmunyai

N tersendiri

)agian harta
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Tinjauan Penelitian terdahulu

Pembahasan mengenai pembagian harta bersama sudah banyak yang mengkaji

dan meneliti dengan berbagai ka dalam bentuk buku, skripsi dan lain

sebagainya dengan judu an sebagai beberapa sumber
informasi dan sumbe
sekian banyaknya karya tulis ilmiah erselisihansataussengketasharta bersama
setelah gan dengan
ti, antara I¢

Nuraini Hikmawati ya agian Harta

raian di  Pengadila i Putusan

.). Hasil penelitian ini

N tersebuMnaEeMmbaglan

mana d agian-bagian
yang didapatkan oleh suami ataupun . Sedangkan perbedaan penelitian Nuraini
dengan dengan penelitian yang penulis paparkan, dalam skripsi Nuraini fokus

masalahnya membahas mengenai permbagian harta bersama akibat perceraian di

"Nuraini, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan
No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)”(Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum: Yogyakarta, 2014), h.
2.
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Pengadilan Agama yang memilih (studi putusan No0.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)
sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembagian harta bersama di
luar Pengadilan Agama akibat cerai hidup ataupun cerai mati dan dibagi tidak melalui
Pengadilan Agama jadi tidak memiliki nomor putusan, berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Nuraini yang ber pada putusan Pengadilan Agama.

Kedua, Penelitian Me ang berjudul, “Pembagian Harta

rta i 8 ja menurut
um |
: Menuk dengan peneliti arkan adalah
belumnya yaitu mem )agian harta
bersam¢ per dan harta tersubut dibagi s j raian antara

suami i. Sedangka diatas dengs elitian yang
penulis an adalah, n ada putusan

ama Banjarn . membahas

terjadi saat ini dan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat,

sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembagian harta bersama di

’Menuk Sukma, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi
Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)” (Skripsi Sarjana;
Fakultas Syari’ah: Purwokerto, 2016), h. 95.
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luar Pengadilan Agama akibat cerai hidup ataupun cerai mati menurut tinjauan
hukum Islam.
Ketiga, penelitian Hasniah yang berjudul, “Penyelesaian Perselisihan Harta

Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No.

136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)”. Hasil ini meneliti mengenai penyelesaian

persengketaan harta bersa tuan yang digunakan Majelis

Hakim dalam menyel .Yk. tersebut. Skripsi ini

3

lam.
is paparkan
penyelesaian

yang dibagi setelah sedangkan

ah dengan penelitian kan, dalam

us pada tinjauan huku

ibat perceraian baik itu cera

i Pengadilan

dalam ian perselisihan h rsama yang

nakan teori | ari berbagai

Bersama akibat perceraian (studi putusan Nomor: 1291/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pwt.)”

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat

$Hasniah, “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi
Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Yogyakarta,
2009), h. 8.
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perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. bahwa hakim Pengadilan Agama
Purwokerto dalam menetapkan putusan tentang pembagian harta bersama sudah
sesuai dan berdasarkan pada pasal 97 kompilasi Hukum Islam bahwa pembagiannya

adalah separuh untuk suami dan separuh untuk istri sedangkan penelitian yang

penulis lakukan lebih menyoroti pu akim mengenai pembagian harta bersama

yang diberikan tidak sesuai yerlaku yaitu isteri mendapatkan

bagian lebih besar da I, yaitu iste

an bagian 3/5 sedangkan
suami mendapatkan bagiz
rkan adalah

peneliti )ersama dan

bagaim: : n pembagaian tersebut n penelitian

tersubu Hamam fokus pem ya di dalam

Pengad

enggunakan nomor pe dang elitian yang

penulis

k pada pembagian harta ma adilan yang

cara kekeluar j awah sesuai kesepakatan

rupa seperti
yang pe : enelitian ini
dibagi tidak
dan sesuai
dengan kesepakatan bersama. Lokasi penelitian juga berbeda yakni penelitian ini

dilakukan di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian terdahulu

*Humam Aris Tofesal, “Pembagian Harta Bersama akibat perceraian(studi putusan Nomor:
1291/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pwt.)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah: Purwokerto, 2016), h. 12.
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seperti yang dituliskan diatas penelitiannya merujuk pada nomor putusan perkara di
Pengadilan Agama.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri d kata, yaitu kata maslahah dan mursalah.

Dilihat dari sisi etimologis an bentuk masdar (adverb) yang

ral). 6 Kata
, begitu juga
amus Besar Bahasa In antara kata
tan. Kata maslahat, m t, diartikan
atangkan kebaikan, fa angkan kata

makna kegunaan, kebaika ingan. Dari

# kan sebagai
alan ke dan

PAREPA

bukunya al Magasid al- ‘Ammah |i asy-Syari‘ah al- Islamiyyah menyatakan bahwa

maslahah itu memiliki dua arti, yaitu arti majazi dan haqiqgi. Yang dimaksud dengan
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makna majazi di sini, kata al-* Alim, adalah suatu perbuatan (al-fi 7) yang di dalamnya
ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat
Konsep maslahat al-Syatibi terdapat dalam pembahasan tentang al-Maqasid

dalam kitab al Muwafagat. Dalam pembahasan tersebut, al-Syatibi menyatakan

bahwa tujuan Allah menetapkan i muka bumi adalah demi kemaslahatan

umat manusia. Kemaslahatar maslahatan manusia di dunia dan

kemaslahatan di akhir

definisi
disimp lahatan ¢

kemasle tidak sejalan dengan atan

jadi tujuan Syariat.

at ya sudkan oleh al Syatibi Syari’ yang

tidak la kep an manusia, bukan untuk k Namun, hal

itu tida ti bahwa m segala hal sarkan hawa
iat diturunka ia dari penga a nafsunya
i t tunduk m Allah. Oleh itu, dalam

maslahatPtAknJIE ‘F m manusia, segala yang

berasal

*Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah” (Jurnal Studi Islam,
Vol. 14, No. 1, 2013), h. 86. (diakses pada tanggal 29 Agustus 2019)

®Mayaddah, “Komparasi Maslahat Perspektif Al-Tufi dan Al-Syatibi” (Bilancia,Vol. 12, No.
2, 2018), h. 271. (diakses pada tanggal 14 September 2019)
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Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari’ah, berikut ini
akan dijelaskan ketujuh misi pokok Syariah menurut kebutuhan dan skala prioritas
masing-masing.

2.2.1.1 Memelihara Agama

Menjaga atau memeliharz berdasarkan kepentingannya,dapat

dibedakan menjadi tiga perin

dalam peringkat Hajiyy. an ketentuan

sud menghindari kesuli i an hak istri

rti memberikan sebagi al ini untuk

r bisa bertahan hidup dan ti kebutuhan
3. hara agama dala ahsiniyyat, yaitu ti petunjuk
guna menju manusia sek melengkapi

naan kevpn RIEPTnaRIEaksanaka tuan Allah

pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.
2.2.1.2 Memelihara Jiwa
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat:

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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1. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan
pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup terhadap mantan istri
dan anak yang berada dalam asuhan ibunya. Kalau kebutuhan pokok ini

diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

2. Memelihara jiwa, dalam peri ajiyyat, seperti memberikan sebanyak

mungkin harta wari agi yang cerai mati agar dapat
memenuhi seg erasakan kesulitan. , maka

tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit

ya tatacara
sama dalam islam, sa mengancam
ia, ataupun mempersuli
2.2.1.3

ilihat dari segi kepentinga apat kan menjadi

Al

sidd. PAREPARE

tiga per

hara akal yyat,seperti

harta kep a akan bera

tidak memeberikan harta warisan kepada anaknya, maka tidak akan merusak
akal, tetapi akan mempersulit ibunya, dalam kaitannya dengan memenuhi

kebutuhannya dalam menjalankan pendidikan.
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3. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari
menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat
kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara

langsung.

2.2.1.4 Memelihara Keturunan
Memelihara keturun i tingkat kebutuhannya, dapat
dibedakan menjadi tige

1. Memelihara

2. an dalam peringkat
kan mahar bagi suam nikah dan
adanya. Jika mahar itu ti waktu agad,
mengalami kesulitan, kare Dayar mahar
edangkan dal kan mengala litan, jika ia
enggunakan 'hak dahal situasi ruma ganya tidak

is.

3. hara ket” naE;p*aRaEniyyat, S memberikan
S untuk hidup
I dilakukan

dalam rangka menghindari dari kesulitan hidup. Jika hal ini tidak diabaikan ,
maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit

orang yang mendapatkannya.
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2.2.1.5 Memelihara Harta
Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi
tiga peringkat:

1. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari’at tentang tatacara

pemilikan harta dan larangan bil harta orang lain dengan cara yang

tidak sah, apabila a berakibat terancamnya eksistensi
harta.

2. Memelihara i syari’at pendistribusian

alam peringkat tahsini i uan tentang
ari penguasaan harta be jinya kepada
Hal in

mantan istri. engan etika

al ini juga akan berpengar itu penerima
juan atau hi

ensyari’atan

atan melalui haraan lima

akibat perceraian
lebih berpedoman kepada lIjtihad (penemuan hukum). Ijtihad yang dilakukan oleh

Majelis Hakim adalah Ijtihad Tathbiqiy, yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat

" Ainul Yakin, “Urgensi Teori Magashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan
Pendekatan Mashlahah Mursalah” (at-turas Vol. 2 No. 1 2015), h. 33. (diakses pada tanggal 14
September)
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terhadap suatu kasus. Wujud ljtihad Tathbigiy yang dilakukan oleh Majelis Hakim
dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah ketika
Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum dalam memeriksa kasus dengan

mengutamakan nilai keadilan dan Kemaslahatan. Teori Keadilan yang dimaksudkan

di sini adalah Keadilan Distributif dar ilan Principle Difference.

Keadilan distributi menurut Thomas Aquinas yaitu

bahwa suatu persa sional antara narus diwujudkan. Berarti

bahwa kepada setiap orang harus dibagikan haknya berdasarkan suatu Kkriterium

berdasarkan

jasanya pada setiap orang apa Y. berdasarkan

kepada atau memberikan hak berdasarkan

prestasi : an penghargaan kepa restasi atau

melind rprestasi (pihak yang kuat). e Difference

adalah rikan manfa pada orang ling kurang
beruntu memberikan jata ak yang tidak berp (pihak yang
lemah) elindungi p stasi (pihak emah) agar
mendap

atan melalui
Magas i ah denga , an Metode Istishlahi.

Makna Magashidusy Syari’ah dengan Metode Ta’lili, Metode Istihsan dan Metode

Istishlahi adalah maksud dan tujuan diberlakukannya hukumadalah karena ada ‘illat

8 Qyifa Nadia, “Dimensi Keadilan Dalam Pembagian Waris 2:1 (Kajian Filsafat
Hukum)”(Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum: Yogjakarta, 2017), h. 12.
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hukum yang melatarbelakanginya dan bertujuan untuk kebaikan dan untuk
kemaslahatan. Namun demikian, apabila selama berumah tangga suami tidak pernah
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak

pernah memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang.f Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Al-Quran Surat An-Nisa’ A erperan sebagai ibu rumah tangga

dan mengatur urusan gga sebaik-baik aimana ketentuan Pasal 31

menjadi tulang pungg eluruh harta
bersama il kerja istri, kemudia ceraian dan
terjadi pembagian harta bersa irta bersama

untuk is nda cerai hidup lebih besar bagian harta

bersam: suami yang

harta bersama unt menjadi janda cera sebesar dua

pertiga dari harta be suami yang I duda cerai
hidup itkan Sepepnanl ErPsAbRaE” atau bis bagian harta
bagian dari

adi duda cerai
hidup sebesar seperempat bagian dari'harta bersama”. Memberikan bagian harta
bersama akibat perceraian yang lebih besar kepada istri yang menjadi janda cerai
hidup dibanding bagian suami yang menjadi duda cerai hidup sebagaimana tersebut

di atas adalah semata-mata untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang
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berprestasi (pihak yang kuat), yaitu istri dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan
dan untuk kemaslahatan istri yang menjadi janda cerai hidup, sedangkan memberikan
bagian harta bersama akibat perceraian yang lebih kecil kepada suami yang menjadi

duda cerai hidup dibanding bagian harta bersama akibat perceraian kepada istri yang

menjadi janda cerai hidup sebagain ersebut di atas adalah untuk melindungi

pihak yang tidak berprestasi suami yang menjadi duda cerai
hidup dengan maksuc ntuk kebaika kemaslahatan suami yang
menjadi duda cerai

bagian harta
tukan untuk
emperoleh bagian ha ebih  banyak
sama untuk pihak yan
up karena memang tel
cerai hi ngan cerai hidup ketika masih , duda cerai
tidak perna up berumah

id 3y ceral hidup

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula janda
cerai hidup tersebut justru yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga, yaitu janda cerai hidup yang justru memberikan nafkah kepada duda cerai
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hidup dengan perkataan lain, bahwa janda cerai hidup menjadi tulang punggung
keluarga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja janda cerai hidup.®
Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal

97 dinyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua

dari harta bersama sepanjang tida an lain dalam perjanjian perkawinan”,

sedangkan bagi penganut KUHPerdata Pasal 128 yang

ap harta bersama ter ini berupa

dap harta bersama jik satu pihak
kecurangan, seperti m besar harta
iga dengan maksud ketika erjadi, harta
ebih banyak
n istilah sita
marital.

2.3
23.1 atau hukum
Islam adalah™ya Kaita : akan da ata Kallaf dengan

perintah, pilihan atau ketetapan. Dengan demikian hukum merupakan khithab syari’

%Radi Yusuf, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan™ (Jurnal
Pembaharuan Hukum Vol. I, No. 1, 2014), h. 77. (diakses pada tanggal 1 september)

07 iky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan” (Jurnal Pengembagan Masyarakat Islam
vol. 8, no. 2, 2015), h. 94.
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yang berhubungan dengan perintah memenuhi janji yang mengandung tuntutan
mengerjakannya.
Khithab Syari’ dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-

Qur’an maupun yang lainnya, seperti ijma’ dan qiyas. Sedangkan menurut istilah

Ulama Figh, hukum syara’ ialah akib enjadi kehendak khithab Syari’ dalam

hal perbuatan , misalnya waji hruh dan mubah. Namun menurut
para ushul figh kont dan Abd. Wahab Khalaf
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alil disini-hanya Al-Qur’an dan As-Sunah.

1 Al-Qur’an

edudukan penting dal - arena fatwa

dikemukakan oleh ahli aha) tentang

salah baru yang muncul akat. Ketika

muncul ru yang belum ada ketent ara eksplisit
(tegas), dalam al-Qu a’ maupun pat-pendapat
fugaha lu, maka satu instit matif yang

enjawab at kan hukum ah tersebut.

Karena u kasus atau
masala : orikan fatwa
sebagai Ju

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan

hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak

“Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Danhukum Positif (Analisis
Yuridis Normatif)” (Jurnal Ulumuddin, Vol. 6, No. 4, 2010), h. 472. (diakses pada tanggal 1 Desember
2019)
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ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat
(ijtihad). Pasalnya, satusatunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil
syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti
(pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala
kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an
dan Hadist.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang
ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi
hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 /pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat
dan hibah (44 pasal) dan Hukum™~Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal
ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun
melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial
politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah kompilasi
hukum Islam yang dimana dalam KHI terdiri dari tiga kelompok yaitu perkawinan,
kewarisan dan perwakafan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pembagian

harta bersama dan diatur dalam KHI bagian perkawinan.

2.3.1 Pembagian Harta'bersama-dalam KompilasitHukum Islam (KHI) adalah harta
kekayaan dalam suatu perkawinan atau.syirkah adalah harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami_istri selama dalam ikatan perkawinan yang
berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 47 ayat 1 dan 2. Pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang
disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan
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pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan
dengan Islam. Dan pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Apabila
dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat,
maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga.*

Undang-Undang RI Nom

974 Tentang Perkawinan dalam pasal

36 ayat 1 dan pasal 37 a bersama, suami dan istri

dapat bertindak atas an kedua belah p n pasal 37 berbunyi “Bila

kungan peradilan agam di ibu kota

ilan Agama dibentuk de iden.

Agama maksudnya di rta bersama
didalam Pengadilan 3 diselesaikan
atau sudah
an tanpa ada

paksaan dar

PAREPARE

?Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47 dan 48 (Departemen Agama: Direktorat Pembinaan
Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), h. 7.

“Republik Indonesia, “Undang-undang RINomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal
36 Ayat 1 dan Pasal 37 (Makassar: Grahamedia Press, 2013), h. 430.
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2.3  Bagan Kerangka Pikir
Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir

yang digunakan:

Pembagian Harta Bersama di
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

di Luar Pengadilan
Agama

B

Teori Teori
Maslahah Keadilan
Mursalah

Diselesaikan secara
kekeluargaan
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah field research karena data diperoleh dari lapangan.

Metode yang digunakan adalah alitiatif yang merupakan rangkaian

kegiatan yang sistematis n_permasalahan yang diajukan
dengan beberapa pe i 3 is normatif yaitu untuk
m;agama yang
ridis formal
rti peraturan
perunda dalam pembagian h iatur dalam
KUHP : an sosiologi digunakan : pendekatan
dalam ami entang pembagian har Pengadilan

Agama, alam dekatan sosiologi juga memp i hi sama dalam

masyaré di, dalam peneli i an - sosiologi

setelah

3.2
melakukan
penelitian, kondisi lokasi, dan aspek yang terkait dengan hal tersebut yang
dianggap penting. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Jumlah keluarga yang akan dimintai
data adalah enam keluarga, tiga keluarga yang cerai mati dan tiga keluarga yang cerai

hidup.

26
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Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara
ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19°13” sampai 4°10°30”
lintang selatan dan 119°26°30” sampai 119°47°20” bujur timur. Secara administratif,

Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas

wilayah kabupaten ini adalah sebelal 3. dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah

Timur dengan Kabupaten dan Enrekang, sebelah Barat
Makassar, sebelah Selatan
061,77 kmz2,

goa terdapat

areal p oleh areal
i perbukitan dan pegu mendukung
ai daerah Potensial anian dan
komoditi pertanian perikanan,
n) untuk dikembangkan. Ke —500 mdpl (

60,41% ggian 500-10 ketinggian 10 )l (9,90%)
penduduk p es 335.270 ji ) terdiri atas

160.64 laki-laki da uan dengan

wi i PIAREPARE

tersebut informasinya mudah didapatkan dan mudah dalam melakukan wawancara.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan berikut sebagian informasi yang

«Bugis” Gambaran Umum Kabupaten Pinrang. https://id.m.wikipedia.org/wiki/bugis (27
Oktober 2019)
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didapatkan dari mekanisme pembagian harta bersama yang dilakukan Masyarakat di
Watang Sawitto.
3.3  Waktu Peneltian

Penelitian ini penulis menggunakan waktu selama 30 (enam puluh) hari. Yang

pelaksanaannya pada tanggal 29 Se d 29 Oktober 2019

34 Fokus Penelitian

penelitian
pada suatu
agi harta bersama sec npa melalui
okus dengan cara pe pembagian

luargaan dan bagaim menanggapi

data primer

sumber informasi (key informan).

2Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010, h. 62.
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Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi
yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan penulis dari
aktivitas dan tempat yang diteliti.?

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data yang diperoleh

dan segala sesuatu yang berkaitan .o penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam

Tentang Pembagian Harts adilan Agama (Studi di Watang

Sawitto Kabupaten Pi dan tujuan serta kegunaan

atau yang

didapat dari orang-orang ya bagian harta

bersame : Agama Pinrang dan Pengadilan

Agama a menerima perkara h dah sampai

ditingke n memilih untuk menyelesa argaan. Data

primer langsung den ak pembagi

harta be i K berjumlah 3

r dari toko
uarga yang
erdahulu yang
berkaitan dengan pembgaian harta bersama yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel,

skripsi maupun dari sumber internet.

® Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama, (Pontianak, STAIN
Pontianak, 2000), h. 36.
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3.5.2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat,
yaitu masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, yakni para pihak

yang bersangkutan (pihak pembagi harta bersama). Mereka disebut sebagali

responden. Penentuan responden di an_ dengan cara metode purposive yaitu

dengan cara menentukan res ngan tujuan yang hendak dicapai
dalam penyusunan prg
3.6

nakan untuk

i 3 ) Pembagian
ngadilan Agama (Stud ) Kabupaten
enggunakan beberapa

instrument yang sat 3 nya saling
ang diperoleh dari lapan dan otentik

elitian yakni wawancara.

tek
gar
u, untuk m

beberapa tekn

3.5.2 Wawancara yaitu peneliti menanyakan langsung kepada masyarakat yang
melakukan pembagian harta bersama di luar Pengadilan Agama Pinrang. Wawancara
ini dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari beberapa pertanyaan

yang telah disiapkan.
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3.7 Analisis Data
Analisis data dijelaskan bagaiamana analisis data dilakukan selama dan
setelah pengumpulan data dengan teknik analisis domain, analisis taksonomi, analisis

tema, analisis komparasi, dan sebagainya. Sedangkan tahap pelaksanaan analisis data

mencakup pengorganisasiannya, k dan penyimpanan rekaman. Selain itu,

peneliti diharuskan melak n data (validitas) dan pengujian

keterpercayaan data (re

baik data sekunder maupun data primer, analisis data

mulai dengan data-dat i ari berbagai

eroleh dari responden : ang dimana

n hasil penelitian. Seda ami tinjauan

agian harta bersama di lua a diperlukan

sudah ada.

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Mekanisme Pembagian Harta Bersama di Watang Sawitto.

Perkawinan merupakan sua tan lahir batin suami dan istri dalam

menjalankan suatu rumah ta m suatu rumah tangga ada ikatan

yang kuat yang diland sayang ah tangga tersebut tercipta

keluarga yang sakin ddah dan warahmah. idak selamanya keluarga

secara ) anya saaling bertengka 2rjadi yang tidak
diingin sebut sangat di benci ol . emutuskan
suatu pe disebut dengan talak.

di antara suami dan iste i beberapa hal
yang pe berselisi i ebagai jalan
keluar isebabk la ri ada yang

mening . jadi Begitu juga

winan tanpa
mempe perceraian
disitulah harta bersama akan dibagi antara suami istri sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakati setelah melaksanakan perkawinan, baik diselesaikan melalui
Pengadilan Agama dengan putusan Hakim maupun diselesaikan secara kekeluargaan

6,98 juta ton. Dari total produksi perikanan budidaya, jumlah budidaya ikan dalam

32
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yang dimana dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keluarga dari suami maupun
dari keluarga istri.
Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak

dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri

setelah putus perceraian baik secs gsung oleh yang bersangkutan maupun

memakai jasa pengacara. F arta bersama dalam hal yang
kumulatif dilakukan s i at Apabila gugatan cerainya
ditolak, maka agic o pembagian harta
a pemisahan
harta an terbukti

a dengan permohonan i me gatan harta

ian rsama atau biasa diseb n ha

Peng maka akan diatur menurut nya -masing dan

istri memp ukan suatu atan hukum

a benda yang dimi terjadi perkawina a keduanya.

| an, suami ist a melakukan
yang sudah

. dari suami

Pembagian harta bersama setelah bercerai yang diselesaikan di Pengadilan

Agama dan dibagi bersadarkan hukum yang berlaku. Namun, ada juga sebagian

'Muhammad Tigas Pradoto, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan hukum
Islam Danhukumperdata)”(Skripsi Sarjana;Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta,
2015), h. 5.
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masyarakat yang menyelesaikan pembagian harta bersama setelah becerai dengan
jalan musyawarah dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga kedua
belah pihak.

Pembagian Harta bersama dalam konteks kemaslahatan-kemaslahatan

meruapakan hal yang dijadikan sek juan dibaginya harta bersama, dimana

seorang istri dikatakan sebag mi dan patut diberikan upah dari

pekerjaannya tapi upar gan harta suami ketika ada

indikasi percampura a suami istri, maka waje pila upah istri yang telah

)i rata untuk

mantan istri

t kesulitan dalam mem diri atau pun

ka dari itu patut jika istri persama dari

bersama dibagi bukan

\ cerai hidup

ibat adanya cerai mati seper u suami istri

yang m iti ibagi 3 orang yang

ang Sawitto
berdasarkan
8 pembagian
paginya melalui
Pengadilan Agama. Dalam penelitian ‘ini terkhusus dalam keluarga yang ada di
kecamatan Watang Sawitto yang membagi harta bersamanya tidak melalui

Pengadilan Agama namun, diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagian gambaran

’Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan” (Jurnal Pengembagan Masyarakat Islam
vol. 8, no. 2, 2015), h. 94.
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tentang pembagian harta bersama di Watang Sawitto yang diselesaikan secara
musyawarah antara keluarga.

Bagi keluarga yang melakukan pembagian harta bersama karena terjadi
perceraian yang dimana itu cerai hidup ataupun cerai mati. Yang pertama sekali
dilakukan adalah menghitung keselurahan. harta yang dihasilkan setelah terjadi
perkawinan. Kemudian akan dibagi dua berdasarkan jumlah harta yang dimiliki
setelah meraka menikah. Namun, kadang suami-merasa dirinya berhak mendapatkan
lebih banyak dibanding istrinya karena selama menjalin rumah tangga sang suamilah
yang bekerja keras sehingga dapat membeli harta yang dimiliki sekarang.

Dalam kecamatan Watang Sawitto dimana penulis menjadikan sebagai objek
penelitian dan akan melakukan wawancara dibeberapa keluarga yang sudah membagi
harta bersamanya karena putusnya perkawinan baik akibat perceraian maupun
kematian. Jumlah keluarga yang akan diwawancarai ada 6 orang dan sebagian dari
keluarga dekat peneliti. 6 orang yang cerai mati dan 3 orang yang cerai hidup.

Kasus pertama, sesearang yang.membagi harta bersamanya karena terjadinya
cerai mati yaitu salah satu pihak ada yang meninggal lebih dulu. Informan yang
pertama peneliti temui adalah “Hj."Nati dan almarhum suaminya bernama H. Nganro
yang beralamatkan di jl.anggrek Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang
berkerja sebagal pengurus rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai nelayan
tambak di Kota Palu.

Berikut penjelasan dari Hj. Nati sehubungan dengan keadaan keluarganya.

“Selama saya menikah dengan suami saya selama 30 tahun lamanya, kami
pernah dikaruniai anak namun, anak kami meninggal dunia. Tapi, suami saya
menikah siri dengan perempuan lain dari pernikahan siri suami saya, mereka
dikarunia dua orang anak dan tidak lama suami saya kembali pisah dengan
istri keduanya dan anak dari istri sirinya tinggal bersama kami dan saya
sendiri membesarkan kedua anak tersebut. Setelah suami saya meninggal saya
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berniat membagi harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami saya. Saya
membaginya tidak melalui Pengadilan Agama karena menurut saya akan lebih
sulit dan lebih lama waktunya. Jadi, saya membaginya berdasarkan
musyawarah seluruh keluarga. Awal menikah saya tidak membuat perjanjian
dengan suami saya masalah harta. Kedua anak suami saya dari istri sirinya
saya berikan masing-masing rumah dan sawah karena menurut saya mereka
berhak mendapat sebagian dari harta bapaknya walaupun menurut saya
mereka tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut karena selama
perkawinan suami saya dengan-ibunya tidak menghasilkan apa pun apa lagi
mereka menikah secara siri otomatis tidak di akui secara negara”.

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Hj.Nati bersama dengan anak-
anak tirinya, mereka:membagi harta tersebut secara kekeluargaan dengan memilih
jalan damaigsesuainmdengangmkesepakatan_bersamassPernyataangselanjutnya yang
disampaikan oleh Hj.Nati tentang komentar anak-anak tirinya sebelum membagi

harta tersebut. Beliau berkata:

“Setelah suami saya meninggal anak tiri saya ingin mengambil seluruh harta
yang ditinggalkan oleh suami saya namun, saya bersih keras mempertahankan
hak saya, sampai anak tiri saya berniat mengambil Pengacara untuk mengurus
hal tersebut dengan memasukkannya di dalam Pengadilan Agama. Tapi, saya
tetap memperjuangkan hak saya karena saya merasa lebih berhak dari mereka.
Sampai beberapa bulan kemudian mereka memilih jalan damai dengan
meminta sebagian harta_bepaknya. Saya.dengan rela memberikan kepada
meraka berupa rumah dan sawahskarena bagaimana pun dari harta tersebut
ada bagian suami saya yand tidak lain dari bapaknya sendiri.

Alasan Hj.Nati dengan keluarga membagi harta bersamanya tidak melalui

Pengadilan Agama melainkanydiselesaikanssecarakekeluargaan adalah:

“Saya dan keluarga.sepakat.-membagi-haita tersebut.secara kekeluargaan dan
diselesaikan secara musyawarah karena bagi kami akan memakan banyak
waktu dan biaya yang cukup besar, apa lagi saya sudah tua jadi saya merasa
tidak sanggup datang ke Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan
perkara tersebut, walauoun saat selesai pembagian anak tiri saya merasa
keberatan dan ingin mengambil kuasa hukum. Tapi, akhirnya kami selesaikan
secara damai tanpa merugikan siapa pun”.

®Hj. Nati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

*Hj. Nati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.



37

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Hj.Nati adalah dengan cara
musyawarah dengan keluarga yang lain. la tidak menyelesaikan perkara tersebut di
Pengadilan Agama karena menurutnya akan memakan biaya yang cukup banyak

sekaligus membutuhkan waktu yang panjang karena harus menunggu hari sidang dan

mediasi.

Hasil pembagian har a Hj. Nati adalah seluruh harta
bersama yang dihasi i : suaminya ia mengambil
keseluruhan harta tersebut kemudian ia memberike pagian kepada kedua anak
tirinya ak tersebut
la kerusuhan

anak tirinya ingin harta yang

, nhamun, akhirnya ter yaik melalui
ah.
ng ditinggal

ak tiri dari

warga di gtan  watang

dangan es di

dan suamm n EI P*RJEbupaten :

pasar yang

meninggal.
anak. Dari
pernikahannya yang pertama ia di karunia 3 orang anak dan semuanya sudah
berkeluarga. Selama saya menikah dengan suami saya, kami berhasil membeli
sebuah tanah yang berada di desa urung, suami saya sudah memiliki beberapa
tanah, sawah dan kebun sebelum ia menikah dengan saya.”

*Hariati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.
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Hariati dan suaminya hanya membeli sebidang tanah ketika mereka sudah
menikah, dan ketika suaminya meninggal mereka membagi harta peninggalan

suaminya secara kekeluargaan dan pernyataan Ibu Hartiati :

“Ketika suami saya meninggal, saya beserta anak tiri saya sepakat untuk
membagi harta yang ditinggalkan suami saya secara kekeluargaan. Diawal
pernikahan saya membuat perjanjian. dengan suami saya bahwa harta yang
dibeli setelah saya menikah dengan suami.saya adalah milik saya sendiri dan
harta yang ada sebelum menikah milik suami saya beserta anak-anaknya.
Kesepakatan kami sekeluarga adalah harta yang dimiliki oleh suami saya
dengan istri pertamanya adalah tiga bidang sawah, rumah dan tanah
perkebunan. Semua harta itu di bagi oleh anak-anak suam saya secara rata dan
tanah_yang dibeli oleh suami saya setelah _kami menikah diberikan kepada
saya sendiri sebagai hasil saya menjaga dan merawat suami saya sebelum ia
men!lrlggag sesuai dengan perjanjian saya dengan suami saya setelah
menikah”

Pernyataan diatas dari lbu Hariati yang membagi harta bersamanya secara
musyawarah dengan keluarganya dan Hasil pembagian dari keluarga ibu Hariati
tersebut berjalan dengan lancar karena semua keluarga sudah sepakat dengan
keputusan tersebut apalagi ada sebuah perjanjian yang telah dibuat setelah menikah
dan pembagian harta tersebut berjalan-dengan lancar tanpa terjadi suatu masalah yang
berbeda pendapat.

Dari beberapa penjelasan lbu Hariati, berikut alasan 'lbu Hariati tidak
menyelesaikan pembagian jharta’ 'bersamanya di' Pengadilan Agama melainkan

memilih diselesaikan secara kekeluargaan.

“Pembagian harta yang kami lakukan bersama seluruh keluarga kita
selesaikan hanya secara kekeluargaan karena saya merasa tidak yakin untuk
menyelesaikan di Pengadilan Agama karena harta yang ditinggalkan tidak
cukup banyak apalagi saya hanya istri kedua jadi, saya rasa sebaiknya
diselesaikan cukup bermusyawarah dengan keluarga dan juga diawal menikah
saya sudah membuat perjanjian dengan suami saya.”

®Hariati, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.
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Hasil pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Hj. Nati dan Hariati
tentunya berbeda karena pembagian harta Hj. Nati tidak didasari dengan perjanjian
diawal menikah dan pembagian Hj. Nati terjadi kerusuhan karena kedua anak tirinya
ingin menguasai semua harta yang ditingalkan oleh bapaknya sedangkan pernikahan
bapaknya dan ibunya itu ialah nikah sirih-karena ada suatu keterpaksaan. Berbeda
dengan pembagian harta bersama ibu Hariati, yang dimana ia sebagai istri kedua dan
harta yang ada setelah menikah hanyalah sebuah tanah. Dan hasil dari pembagian
tersebut ia mendapatkan tanah yang dibeli setelah ia menikah dengan suaminya
sebgai hasil dari merawat suaminya dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat
ketika awal menikah.

Kasus Ketiga dari Keluarga Ibu Suarni yang juga seorang janda ditinggal mati
oleh suaminya, 1bu Suarni bertempat tinggal di Kota Pinrang beralamat jl.kandea
Kecamatan Watang Sawitto. Dan bekerja sebagai penjual aksesoris dipasar namun
semenjak suaminya meninggal ia tidak lagi bekerja melainkan merawat dan tinggal
bersama saudaranya.

Pernyataan yang disampaikan oleh lbu Suarni sebagai informan ketiga. Beliau
adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Selama menikah dengan
dengan suaminya ia tidak dikarunia seorang;anak karena sudah divonis oleh dokter
bahwa ia mandul (tidak bisa mempunyai‘ anak). Namun, dari pernikahan suaminya
yang pertama dikarunia satu orang. anak laki-laki yang dimana anak tersebut

dibesarkan oleh Ibu Suarni sendiri.

“Saya dan suami saya menikah sudah lebih dari 20 tahun namun kami tidak
dikarunia anak karena saya divonis tidak bisa mempunyai seorang anak. Tapi,
suami saya sudah mempunyai anak pada pernikahannya yang pertama sampai
istri pertama suami saya meninggal dan akhirnya ia menikah dengan saya dan
anak dari istri pertamanya ikut tinggal bersama kami. Semenjak saya menikah
dengan suami saya, kami berhasil membeli sebuah rumah kayu beserta dengan
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tanahnya, sebuah tempat jualan yang berada di kota palu dan kebun rambutan
yang juga berada dikota Palu karena suami saya berasal dari kota Palu yang
berada di desa Tolai. Awal menikah saya dan suami saya tidak membuat
kesepakatan mengenai harta bersama namun, suami saya berpesan kalau ia
meninggal saya harus memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada
anak dari istri pertamanya.”

Dari pernyataan Ibu Suarni yang dimana sebagai istri kedua dari suaminya
berhasil membeli sebuah rumah-beserta dengan.tanahnya, tempat jualan dan kebun
rambutan yang berada di kota Palu Desa Tolai. Ketika suaminya meninggal ia
berencana membagi harta tersebut beserta dengan anak tirinya melalui musyawarah

mereka berdua., dan ini pernyataan dari Ibu Suarni tentang pembagian harta tersebut:

“Suami saya meninggal pada tahun 2017 tepatnya bulan April pada taanggal
12, dan harta bersama kami terbagi pada tahun 2018 sesuai dengan
kesepakatan saya dengan anak tiri saya dan sesuai dengan pesan dari
almarhum suami saya. Semenjak suami saya menikah dengan istri pertamanya
mereka belum sempat membeli apapun sampai istrinya meninggal. Setelah
kami berdua menikah kami berhasil membeli beberapa aset. Sampai akhirnya
suami saya meninggal saya dan anak tiri saya yang/ dimana ia sudah
berkeluarga dan tinggal pisah dengan saya karena ia sudah mempunyai sebuah
rumah yang tak lain dibagun oleh suami saya sendiri. Kami bermusyawarah
untuk membagi harta yang ditinggalkan oleh suami saya. Dan pembagian
yang disepakati bersama_yaitu rumah dan.tempat jualan yang ada di Tolai
diberikan kepada saya sedangkan-kebun rambutan diberikan kepada anak tiri
saya karena ia sudah mempunyai sebuah rumah jadi ia hanya mau mengambil
kebun rambutan. Kesepakatan tersebut saya setujui begitupun dengan anak tiri
saya.”

Dari pernyataan pembagian harta-bersama’yang dilakukan oleh Ibu suarni
dengan  anak tirinya yang dimanay tidak melibatkan keluarga lainnya, hasil
pembagiannya telah disepakati 1bu Suarnimendapatkan sebuah rumah dan tanahnya

dan sebuah tempat jualan sedangkan anak tirinya mendapatkan kebun rambutan

’Suarni, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.

®Suarni, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 1 Oktober 2019.
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karena anak tirinya sudah mempunyai sebuah rumah sendiri yang dimana dibangun
dari hasil bapaknya sendiri. Pembagian tersebut berjalan dengan baik karena
keduanya saling merelakan dan mengikhlaskan apa yang menjadi kesepakatan
bersama.

Alasan Ibu Suarni membagi- harta-bersamanya hanya dengan anak tirinya

tanpa melibatkan keluarga lain dan tidak menyelesaikan di Pengadilan Agama.

“Saya dan anak tiri saya sepakat membagi harta tersebut tanpa melibatkan
keluarga lain/ataupun menyelesaikan di Pengadilan Agama karena suami saya
adalah_anak ‘tunggal dan_kedua orang. tuanya sudah _meninggal, sedangkan
suami saya hanya mempunyai satu anak dan saya juga tidak mempunyai
seorang anak, jadi kami merasa sebaiknya diselesaikan hanya secara
kekeluargaan agar tidak  memakan banyak waktu dan biaya ketika
menyelesaikan di kantor Pengadilan Agama.”

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh ibu Suarni sama dengan
pembagian yang dilakukan oleh Hj. Nati dan Ibu Hariati karena ketiganya membagi
harta bersamanya disebabkan dengan adanya cerai mati yang dimana salah satu pihak
meninggal duluan. Ketiga kasus diatas hanya membagi hartanya melalui musyawarah
denga selruh keluarga karena bagi mereka sangat sulit membagi melalui Pengadilan
Agama kaarena selain waktunya yang cukup lama juga memakan banyak biaya.

Kasus keempat, Ibu Rugayya adalah seorang janda akibat cerai hidup. Ibu
Rugayya bertempat tinngal;/di jl.' Pattimura .yang berada di Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang, namun sekarang menetap di Desa Tiroang. Ibu Rugayya
bekerja sebagar Asisten rumah tangga di jl."Seroja.

Ibu Rugayya dimana seorang janda yang digugat cerai oleh suaminya dan
mempunyai dua orang anak laki-laki bernama Ikhmar dan Adli. Berikut penyataan

dari beliau:

“10 tahun saya sudah menikah dengan suami saya. Kami dikaruniai 2 orang
anak laki-laki dan sekarang mereka sudah besar. Yang pertama sudah berumur
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13 tahun dan yang satunya berumur 11 tahun. Saya bercerai dengan suami
saya karena saya sudah tidak ikut ke Surabaya dengan dia. Saya lebih baik
tinggal dikampung saya dibanding ikut dengan suami saya, sampai akhirnya ia
menggugat cerai saya. Selama saya menikah saya belum pernah membeli
sebuah rumah ataupun harta yang lain namun, saya dan suami saya sudah
memiliki masing-masing tabungan di BANK. Pada awal saya menikah dengan
suami saya, saya sudah bekerja ditempat suami saya yaitu dipabrik sepatu
yang berada di Surabaya. Saya dengan suami saya membuat sebuah perjanjian
yaitu apabila terjadi perceraian harta yang dimiliki setelah menikah yang
dimana masing-masing ada pada buku tabungan sendiri adalah milik pribadi
namun, nafkah anak tersebut ditanggung oleh suami saya”.

Dari pernyataan ibu Rugayya bahwa ia digugat cerai oleh suaminya karena ia
tidak mau ikut dengan suaminya merantau di Surabaya sampai akhirnya mereka
berdua bercerai. Mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang dimana semuanya
tinggal bersama ibunya dan tidak ada yang ikut dengan bapaknya. Ibu Rugayya
menjalin perkawinan selama 10 tahun sampai akhirnya mereka bercerai. Awal
menikah mereka sudah mempunyai perjanjian yang diamana harta yang dimiliki
masing-masing milik pribadi namun, kedua anak tersebutmasih tetap dinafkahi oleh
bapaknya sendiri. Berikut adala pernyataan dari Ibu Rugayya tentang berapa banyak
uang yang dihasilkan dengan suaminya.selama mereka menikah dan bagaiamana cara

membaginya serta apakah berakhir'dengan damai.

“Selama menikah saya berhasil mengumpulkan uang di Bank sebanyak 50
juta dari hasil kerja saya sendiri, Suami _saya mengumpulkan sebanyak 130
juta karena jabatannya.dipabrik lebihtinggi [dari saya jadi otomatis gajinya
juga lebih.tinggis-Setelah.bercerai_dengan,suami,saya;ia memberikah uang
sebanyak 50 juta sebagai ganti nafkahnya terhadap anaknya namun, saya
merasa itu masih kurang karena anak saya masih dibawah umur dan otomatis
masih banyak Dbiaya yang perlu dikeluarkan untu membiayai sekolahnya.
Setelah dua tahun tahun bercerai ia tidak lagi datang menemui anaknya
sampai sekarang, saya berkerja sendiri untuk membiayai anak saya sampai

°Rugayya, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.
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sekarang dan menurut saya hubungan kami selesai secara damai Iféirena ia
memberikan uang kepada saya untuk membiayai sekolah anak saya”.

Dari pernyataan Ibu Rugayya diatas setelah mereka bercerai Ibu Ruggaya
diberikan beberapa uang dari suaminya sebagai pengganti dari nafkahnya kepada

kedua anaknya. Awalnya Ibu Ruga tidak setuju karena pada saat itu anaknya

masih kecil-kecil dan memb iaya hidup, sekolah dan lain-lain.

Namun Ibu Rugayya tersebut dari suaminya dan

menganggap percer ut dan pembagian u ut berakhir secara damai

dan Ib nya karena
sampai
lilan Agama
melaink
Pengadilan
apalagi ia
lap anaknya
us ang pertama
adalah g arena salah s ak ada yang
mening us keempat
terjadi ang digugat
cerai ol gayya tidak

ingin ikut dengan suaminya yang berkerja di Surabaya sampai akhirnya keduanya

sepakat untuk berpisah.

'°Rugayya, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.
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Kasus kelima, Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh bapak Fitrah
dengan Istrinya yang bernama Ade Irma. Bapak Fitrah beralamat di Jl. Kemuning
yang tepatnya berada di Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang dan Istrinya
berasal dari Manado. Sampai sekarang bapak Fitrah melanjutkan usahanya di kota
Palu area tondo.

Informan kelima adalah Bapak Fitrah yang dimana menceraikan istrinya

dengan beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan dari Bapak Fitrah:

“Saya_menjalin_perkawinan dengan istri_saya cukup singkat yaitu selama 5
tahun namun, kami tidak dikaruniai seorang anak. Sebelum menikah dengan
istri saya yang bernama Ade Irma saya pernah menikah sebanyak dua kali
namun saya gagal mempertahankannya sampai akhirnya saya menikah lagi
dengan Ade Irma. Selama saya menikah dengan Ade Irma saya berthasil
membeli sebuah toko yang dimana berada di kota Palu. Toko tersebut saya
jadikan sebagai tempat menjual handphone, aksesoris handphone dan lain-
lain. Selain toko saya juga berhasil membeli sebuah rumah yang tepatnya
berada di sebelah toko tersebut samPai akhirnya uasaha kami berkembang dan
berhasil membeli dua unik mobil”.*

Bapak Fitrah adalah seorang pengusaha yang memiliki toko seluler di kota
Palu dan memiliki istri yang bernama_Ade Irma yang tak lain adalah istri ketiga.
Selama/ia menikah mereka tidaksdikaruniai seorang anak namun, mereka berhasil
membeli sebuah toko handphone, rumah dan dua unit mobil. Sampai akhirnya
percekcokan terjadi antara jkeduanya- Karena. Bapak=Fitrah menemukan isterinya
berselingkuh denga laki-laki lain. Berikut pernyataan selanjutnya dari Bapak Fitrah,

Belia berkata:

“Menjalin hubungan selama lima tahun, saya tidak menyangka bahwa istri
saya berselingkuh dengan pria lain, banyak teman-teman saya yang menjadi
saksi mata bahkan saya pernah melihatnya sendiri berduaan dengan pria lain
disebuah acara. Saya sudah tidak tahan dengan kelakuan istri saya sampai

"'Fitah, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.



45

akhirnya saya mentalak istri saya. Ketika bercerai istri saya meminta beberapa
uang dari saya dan juga meminta 1 unit mobil sebagai haknya selama ia
menjadi istri saya. Namun saya menolaknya karena perceraian itu terjadi
karena kesalahannya sendiri yang berselingkuh dengan pria lain. Sampai tiba
masa dimana saya bermusyawarah dengan istri saya tentang permintaannya
itu, pada awal menikah saya tidak membuat perjanjian dengan istri saya
mengenai harta bersama yang diamana diperoleh setelah saya menikah
dengannya. Saya menawarkan uang sebanyak 40 juta rupiah kepada istri saya
sebagai haknya yang telah menemani saya selama 5 tahun lamanya. Istri saya
setuju dan menerima uang sebanyak-40 juta rupiah yang saya berikan tanpa
mengambil sebuah mobil: Pembagian tersebut berakhir damai karena istri saya
menyetujui apa yang menjadi kesepakatan kami berdua walaupun usaha yang
saya dirikan sejak dulu dimulai dari- pinjaman-modal yang diberikan oleh
mertua saya sebanyak 50 juta dan saya sudah membayar sebanyak 10 juta dan
40 juta saya kembalikan kepada istri saya setelah bercerai.”*

Bapak Fitrah bercerai dengan istrinya secara damai karena bapak Fitrah
memberikan uang sebanyak 40 juta rupiah walaupun uang tersebut tidak sesuai
dengan | yang diminta istrinya. Namun. Bapak Fitrah bersih 'keras tidak ingin
memberikan sesuai permintaan istrinya karena menurutnya perceral tersebut terjadi
karena | kesalahan ' dari istrinya sendiri. Sampal akhirnya mereka berdua
bermusyawarah dan istri dari bapak Fitrah setuju dengan uang yang diberikan
suaminya dan bapak Fitrah merasa pembagian tersebut selesai secara damai karena
istrinya pun langsung menerima keputusan dari bapak Fitrah.

Alasan bapak Fitrah tidak menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan

Agama dan memilih menyelesaikan hanya-berdua dengan istrinya adalah:

“Saya tidan menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama karcna saya
merasa malu dengan perbuatan istri saya yang tega selingkuh dibelakang saya
padahal saya sudah memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu saya juga
memiliki banyak kesibukan sehingga saya tidak mempunyai banyak waktu
untuk ke Pengadilan Agama.”

2Fitah, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.
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Berdasarkan teori keadilan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh
bapak Fitrah sebenarnya melenceng dari sistem keadilan karena uang yang diberikan
bapak Fitrah kepada istrinya adalah uang dari mertuanya sendiri yang merupakan

pinjaman bapak fitrah dari mertuanya, jadi istri bapak Fitrah tidak mendapatkan

sedikit pun pembagian dari harta bel ya dengan bapak Fitrah. Jika ditinjau dari

maslahahnya bapak Fitra ngan memberikan bagian yang

sedikit kepada istriny. papak Fitrah gikan oleh istrinya yang

berselingkuh ditengah kesibukan bapak Fitrah yang sedang mencari nafkah untuk

ingin hidup

elim a dengan kasus keemp ja bagian harta

diantara keduanya na

t pe

dengan adal kasus keempat yaitu ib : erai dengan

ibatk ena ibu Rugayya tidak ing minya yang

abaya jadi ke ili i. bapak Fitrah

an istrinya istri uh bahkan

strinya jalan i Jé luar yang ia

jl. Beruang
rumah dari
istrinya yang bernama Amirah. Informan keenam adalah bapak Ahmad yang juga
menceraikan istrinya dengan beberapa alasan dan membagi harta yang dimilikinya

secara kekeluargaan. Berikut pernyataan dari bapak Ahmad.

“Saya menikah dengan istri saya pada tahun 2016, kami membina rumah
tangga selama dua tahun dan pada akhirnya kami bercerai. Selama menikah
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kami tidak dikaruniai seorang anak dan alasan saya bercerai karena istri saya
sudah mulai membangkan dan lebih mendengarkan ibunya dibanding
suaminya. Sebelum menikah istri saya sudah mempunyai rumah sendiri yang
diberikan oleh orang tuanya, dan setelah menikah kami tinggal di rumah
pemberian orang tuanya. Selama kami menikah kami berhasil membeli sebuah
sepeda motor dan berbagai macam perabot rumah karena rumah yang
diberikan orang tuanya masih kosong. Kami juga memiliki tabugan di Bank
sebanyak lima juta rupiah”.

Setelah menikah bapak Ahmad .sudah mempunyai rumah pemberian
mertuanya untuk istri bapak Ahmad. Dan selama menjalin hubungan perkawinan
bapak Ahmad dan istrinya berhasil membeli sebuah sepeda motor, berbagai perabot
rumah dan memiliki uang tabungan di Bank sebanyak lima juta rupiah, sampai
akhirnya mereka memilih untuk berpisah dan membagi harta yang dimiliki secara
kekeluargaan dengan bermusyawarah dengan keluarga istrinya. Berikut pernyataan

dari bapak Ahmad setelah membagi harta tersebut:

“Hasil musyawarah saya dengan keluarga istri saya tentang pembagian harta
yang kami miliki setelah menikah adalah istri saya mengambil kembali
rumahnya beserta dengan isinya karena bagaimana pun rumah tersebut
pemberian dari orang tuanya dan saya tidak berhak mengambilnya. Yang saya
dapatkan adalah sebuah sepeda motor dan tabungan di Bank sebanyak lima
juta rupiah. Keluarga.istri saya setuju dengan putusan tersebut dan saya pun
jugab setuju, istri saya tidak meminta lebih karena ia tahu bahwa selama kami
menikah kami tidak mempunyai seorang anak dan awal pernikahan pun kami
tidak membuat perjanjian tentang harta yang dimiliki. Pada akhirnya
pembagian tersebut berakhir secara damai karena kami semua menyetujui
hasil pembagian tersebut”.*

Pembagian harta bersama yang:dilakukan oleh=bapak Ahmad berjalan lancar
dan berakhir secara damai, bapak Ahmad mendapatkan sebuah sepeda motor dan

tabungan di Bank sebanyak lima juta‘ruptah dan istrinya mendapatkan rumah yang

B Ahmad, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.

“Ahmad, Pihak Pembagi Harta Bersama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh Penulis di Watang Sawitto, 2 Oktober 2019.
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diberikan oleh orang tuanya dan perabot rumah dimana yang dibeli setelah menikah
dengan bapak Ahmad.
Alasan bapak Ahmad tidak membagi harta bersamanya di Pengadilan Agama

melainkan memilih menyelesaikan secara kekeluargaan dengan istri dan seluruh

keluarga istrinya adalah:

“Saya memilih
merasa itu tid
hubungan bel 3
dan hasil pem iteri : a tanpa ada percekcokan

ara kekeluargaan karena saya
dengan Istri saya menjalln

] pembagian
ma namun,
ga dan dapat
ngapa sebagian kelua ang ada di
ith  menyelesaikan pemba ekeluargaan

h:

ngetahuan te ukumk dan

-hukum  yanc atur tentang
fesi sebagai
engenai harta
bersamanya apalagi harta yang ingin dibagi tidak terlalu banyak.

Ketiga, Suami istri yang bercerai dan memilih jalan membagi hartanya tidak

melalui Pengadilan Agama karena memiliki kesibukan pada pekerjaannya sehingga
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mereka merasa bahwa pembagian tersebut lebih baik diselesaikan secara musyawarah
dan untuk lebih mempererat tali silahturahmi.
Keempat, keluarga yang bercerai memilih jalan musyawarah dalam membagi

harta bersamanya karena mereka beranggapan bahwa mengajukan gugatan dalam

Pengadilan Agama membutuhkan ng banyak karena harus melalui beberapa

proses dan memenuhi bebe i.prosedur yang telah ditetapkan.
Kelima, banyak memilih jalan
elesaikan di Pengadilan
sidang juga

Jilan Agama

a Perkara.

rsama yang dilakukan arah tanpa

bagi sebagian keluarga i atan Watang

unya edaan dan persamaan dal : ya. Karena

an harta ber

dengan menghitung semua harta yang dimiliki setelah menikah kemudian
membaginya dengan keluarga lain, seperti keluarga hj.nati, Suarni dan Hariati yang

mempunyai anak tiri otomatis anak tersebut juga mempunyai bagian dengan
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kesepakatan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan perjanjian yang telah
dibuat oleh almarhum suaminya.
Bagi keluarga yang membagi harta bersamanya karena cerai hidup juga

hampir sama dengan keluarga yang membagi harta bersamanya karena cerai mati,

seperti keluarga pak Ahmad dan ib ang membagi harta bersamanya sesuai

dengan hasil kerjanya sendi aian terjadi apa yang didapatkan
bercerai. namun, berbeda

VVVVV : padahal harta

Di Watang

nsyariatkan hukumny: memelihara

kemasle aligus menghidari maf maupun di
akhirat. hendak dicapai melalui aksanaannya
dan hadits.
ntuk adanya
. ditekankan

raman, dan

harta milik
bersama suami-istri yang diperoleh oleh'mereka berdua selama di dalam perkawinan,

seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang

% Dukunmahasiswa. ¢ Tinjauan Hukum  (Pengertian, —tujuan dan  funsi)”

https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertiantujuan-fungsi.html?m=1 (16
Oktober 2019)
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lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang
mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu
semuanya bisa dikatagorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan

pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

a.
ta bersama,
atau hadiah

rikan kepada suami sec

b. eli dari gaji (harta) sua i sengaja dan

pada istrinya, seperti s e an baju dan
ya, atau suami membelikan ahkan untuk
tetapi telah

C. enghibahkan

i dan bukan

puran harta
kekayaan antara suami istri karena pernikahan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi

milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi

L iky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan” (Jurnal Pengembagan Masyarakat Islam
vol. 8, no. 2, 2015), h. 83-84.. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2019)
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milik suami dan dikuasai penuh pula olehnya. Jadi secara garis besar mengenai harta
gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab figh
klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum

disentuh atau belum terpikirkan (ghair al-mufakkar) oleh para ulama figh masa lalu

karena harta bersama baru muncul nyak dibicarakan dalam masa emansipasi

wanita seperti yang terjadi m

Dalam Al-Qu e ab-kitab hukum figh harta
a secara rinci. Harta bersama
ama mereka
arta bersama
kan dengan jalan syirka stri sehingga
u dengan harta yang lai A da-bedakan

llah S.W.T dalam surat

PAREPARE

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita
(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala

sesuatu.

"Besse Sugiswarti, “Konsepsi Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undsng-
undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat” (Jurnal Prespektif, vol. 19, no. 3, 2014), h. 204.
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Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang
mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat
tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita

di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya

dibimbing kepada karunia dan kebai ng berupa harta dengan jalan beramal dan

tidak merasa iri hati.’®

i seperti istri
g diketahui
pembagian

beberapa
atau saling

a kebutuhan

n harta berss sebut dibagi
Di Watang
bil jalan sulf
ar saling ridha
dan mengikhlaskan apa yang dimiliki. Adapun dalil yang mensyariatkan perdamaian

suami istri adalah:

18Muh.Sapuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/pdt.G/2005.PA.Yk)” (Skripsi Sarjana; Fakultas
Syariah Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009), h. 18-19.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



54

Di dalam hadist nabi juga ditemukan Dalam penyelasaian sengketa, langkah

pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Tirmidzi:

Syarat yang
adits shahih
put dalam perdamaian : arta apa pun

boleh. Harta bersama i usyawarah
selama salah
pembagian
diselesaikan
. pembagian

an walaupun

suami istri
sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termaksud harta suami dan mana
harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum menikah,

mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan,

*Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asgalani, Bulughul Maram, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 184
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serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama selamanya terjadinya
perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara
harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.?

Pembagian harta bersama yang diselesaikan diluar dari Pengadilan Agama

juga dikaitkan dengan maslahah ang dimana menarik kemanfaatan dan

menolak kemudaratan bagi.r jartanya. Dalam pembagian harta
bersama yang diselsai i engutamakan kemanfaatan
oulkan kemudaratan bagi

but berjalan

dari konsep maqasid
akan oleh Ibn al-Qayyi

gah kerusakan bagi i endatangkan

epa eka, pengendalian dunia de eadilan, dan

1 menerangk g harus dilal

ahami dan
ahami dan
dari segala

kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.

27ulfikar Mokodompit, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan
Dengan Hukum Islam, (Lex Administratum, vol. 3, no. 6, 2015), h. 169. (18 Oktober 2019)

2! Ainul Yakin, “Urgensi Teori Magashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan
Pendekatan Mashlahah Mursalah” (at-turas Vol. 2 No. 1 2015), h. 29. (diakses pada tanggal 14
September)
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Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang
Magqashid al-Syari’ah, maka akan di uraikan pokok kemaslahatan, yakni menjaga
Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima kelompok itu akan dilihat

berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya, sebagai berikut :

Pertama, Memelihara aga memelihara pelaksanaan agama, yakni

mejalankan agama sesuai intahkan oleh agama. Seperti
suran An-Nisa ayat 11

. Jika diabaikan i but maka terabaikanlah

a ancaman.

ti dalam beribadah dan masyarakat.

rta bersama bagi suami

Seperti ang dimana

saling ang dibagi kepada sua g cerai mati

ungkin harta warisan kep agar dapat

la kebutuhan

Memlihara : asih sayang

eturunan ag

g baik sp AranMaReEia ahli wa

suami/istri

mempunyai

Keempat,Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki
yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki

kepada keluarga terutama kepada suami istri yang bercerai. seperti syari’at
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pendistribusian harta, degan sistem waris islam diharapkan tidak ada penimbunan
harta bagi seseorang. Dan harta dapat dibagi secara adil.
Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti

keadilan. la mengatakan bahwa:

“Keadilan adalah meberikan k
jutitia bereat mundus).

orang apa yang menjadi haknya (fiat

yaitu keadilan distributif
kan oleh pembuat u dang yang distribusinya

urut prinsip

I eadil if i
j a memelihara distribusi wan )
lam pembagian harta di tan Watang
sawtto ma m keadilan distributif a i yan ikan haknya
sebesar erjanya mera layani anya dengan : istri

tidak b i istri ah dalam menguru tangga dan

erja yaitu me afkah untuk

gga bisa Wlnsmlm aset dan
dim

in. Keadilan
i dan istri
peroleh harta
tersebut.

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua

pihak yang terkait . Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa

*’Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam” (Jurnal Hukum
Dan Perundangan Islam, vol. 4, no. 2, 2014), h. 327. (17 Oktober 2019)
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pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing
masing pihak perlu diakomodasikan asalkan sesuai dengan kenyataan yang
sesungguhnya. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK tahun 2000-

2004, dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan

setelah bubarnya perkawinan, piha an kerap menjadi pihak yang dirugikan.

Hal ini disebabkan pasan tidak pernah memikirkan harta
bawaannya masing- ilik yang didapat setelah
perkawinan.

rpikir untuk
ereka baru
ta gono-gini. Pembagi
0 :50) belum tentu

utlak . Pada umumny komposisi

embagi harta secara for dilan dapat
ersentase lain i i u. Misalnya
atas da i i layai siapa yang

yata mampu

lam banyak
adil dalam hal
pembagian harta gono-gini setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya
istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama dengan suami,
karena apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya, adalah

termasuk kegiatan bekerja juga, hanya memang pekerjaan istri lebih banyak berupa
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pekerjaan secara domestic (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan
mengurus kebersihan rumah. Jadi istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari
harta gono-gini. Bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal) ?

Berdasarkan ketentuan yang berlaku harta gono-gini termasuk penghasilan istri, tetap

dibagi dua. Seperti halnya dengan k etika istri tidak bekerja (secara formal),

maka suami yang tidak be aknya dalam pembagian harta

bersama.?

harta bersama dimasyarakat masih banyak yang
suami istri.

kebiasaan

rus dilakukan dan masih ang kurang

aian hukum waris Islam 3 a.

an yang telah diminta

] pembagian

bercerai, maka penulis

pulan dari

tentang pan yang dibagi

melalui arah.

1. ng (suami cerai mati

apan bahp ‘tRaEMIR] Ealah milik ndiri karena
i .

berpisah

membagi kepada keluarga lain atau keluarga dari yang meninggal.

ZEtty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan
Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28, no. 01,
2013), h. 658. (di akses pada tanggal 1 Desember 2019)
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2. Jika suami yang meninggal istrinya beranggapan bahwa walaupun sstelah
menikah istri tidak bekerja atau tidak menghasilkan tetap saja harta yang
ditinggalkan suaminya harus sama besar yang ia dapatkan walaupun harta

tersebut diperoleh dari penghasilan suaminya sendiri.

3. Seorang yang cerai hidup ji embagi harta bersamanya kebanyakan

hanya memberi sep istrinya karena suamiya tersebut

beranggapan diperoleh ut adalah hasil kerjanya

yang mengambil bany; gat mungkin

arta bersama tanpa sep alnya karena

m kasus lain dapat istri telah

sama tanpa sepengetahuan arena isteri

uh/Nusyuz). 'Zlﬂ

PAREPARE

?Siah Khosi’ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan
Keluarga Muslim Indonesia, (Al Manahij, vol. 1,1 no. 1, 2017), h. 43. (20 Oktober 2019)
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BAB V
PENUTUP

5.1  Simpulan

5.1.1 Keluarga yang membagi harta bersama karena cerai mati, cara membaginya

dengan menghitung semua ha dimiliki setelah menikah kemudian
membaginya secara rata de alkan atas persetujuan masing-
i hidup yaitu menghitung

paginya sesuai

ahah mursalah yang di
ereka yang membagi
engan praperadilan le
yang ac am agian tersebut serta tidak me daratan bagi

hak, sehingg mbagian har but berjalan

dengan tara keduanya.

bagian harta

en Pinrang).

5.2.1 Kepada pembagi harta bersama, sebaiknya sebelum melakukan pembagian
harta bersama baik itu cerai hidup maupun cerai mati sebaiknya memahami
terlebih dahulu konsep warisan dalam Islam, untuk mengetahui bagian-bagian

yang didapatkan suami atau istri yang bercerai.
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5.2.2

5.2.3

5.24

5.25

62

Kepada suami atau istri yang sudah menikah, sebaiknya diawal pernihakan
membuat suatu perjanjian baik itu dalam bentuk surat tentang kepemilikan
harta setelah adanya perceraian.

Dalam pembagian harta bersama sebaiknya dalam hukum adat dan hukum

Islam ataupun hukum pedata.s a diseimbangkan agar pelaksanaan harta

bersama berjalan de merugikan pihak-pihak yang
bersangkutan.

arta bersama sebelum ‘dibagi ada baiknya jika semua
a kericuhan
n jika salah
| otomatis harta terseb luarga yang

epada pihak yang tidak i .

in melakukan pemba sebaiknya
ngadilan Agama setempat alam 5 pembagian
berjalan de embagiannya engandung

eadilan.
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